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PUTUSAN
NOMOR 1109/Pdt.G/2018/PA.Gsg

e Dl GAR DN A ol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama lIslam, pendidikan SMP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih,

dengan Nomor : 1109/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 8 Agustus 2018, telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya
berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Mei 2010,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Nomor tertanggal
20 Mei 2010;
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2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Kampung Tanjung Jaya selama 1 tahun, setelah itu pindah
rumah dengan tinggal di kediaman bersama selama 2 tahun di Kampung
Tanjung Jaya sampai dengan berpisabh;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak umur 7
tahun, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan
dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya
adalah : Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian
keluarga;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, penyebabnya adalah
Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat bahkan untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang membantu mencukupinya
dengan berdagang warung klontongan di rumah sedang Tergugat hanya
bermalasan saja tidak mau berusaha untuk bekerja hal tersebutlah yang
berakibat terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan
Tergugat dan setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di
Kampung Tanjung Jaya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman
bersama di Kampung Tanjung Jaya, sejak saat itu antara Penggugat
dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang
lebih 1 Tahun 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah

tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk
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menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh
karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai
terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas | B;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Gunung Sugih Kelas | B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang

amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor :
tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 13 September 2018, secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati
Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

— Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Widari yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 20 Agustus 2018, bukti P.1;

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Widari binti Kiwan dengan
Rahman Saputra bin Timi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Tanggal
20 Mei 2010, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Ketua RW;

— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung Jaya
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan
berpisah;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;

— Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari
tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
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— Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan
masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak
kepada Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat
tinggal sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung Jaya
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan
berpisah;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;

— Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari
tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan
masalah ekonomi, dan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering
bermain sabung ayam;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat
tinggal sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,

kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positanya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu
bukti P.1 dan P.2 yang menujukkan kediaman Penggugat dan hubungan
Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang
nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 1963 huruf ¢, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya
telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledeg en bindende bewijs kracht) karena tidak

ada bukti lain (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya
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bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah
membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat
sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan
telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat
dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh
sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo,
karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan
pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.
pasal 143 Kompilasi Hukum lIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan
mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga
mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan
upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
angka 5 (lima) sampai dengan posita 7 (tujuh) tentang pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui secara langsung adanya
pertengkaran yang terjadi dan saksi-saksi mengetahui tentang pisah tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui posita angka 8
(delapan) tentang upaya perdamaian, dan Majelis Hakim menimbang bahwa
pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adanya indikasi

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan saksi-saksi mengetahui posita
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angka 8 (delapan) tentang adanya upaya perdamaian, sehingga relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2018;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan
Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat
kurang mampu dalam hal ekonomi dan juga Tergugat sering bermain judi;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2017 yang lalu;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan;

3. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 :
dan )9 Baga alisy Jran g L) 1 535l L) 530 aSeui) (ha aS1 (318 ) ATL) (a9
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Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-
Nya diantara kamu rasa kasih sayang
2. Kaidah Fikih yang berbunyi :
had Gila e anie il )0
“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan
kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan Perundang-
undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal
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19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440
Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua,
Aziz Mahmud Idris, S.H.l dan Sobari, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9
Muharam 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.l., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua
TTD TTD
Aziz Mahmud Idris, S.H.I. H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota
TTD
Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti
TTD

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 375000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-
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